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KEPALA DESA LAMBUR,

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu menetapkan Peraturan tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Kaur Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); 
b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Kepala Desa Lambur menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Kaur Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD; 


	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Desa Lambur Nomor 03  Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor  2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor15);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 250 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13. Peraturan Desa Lambur Nomor 06  Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Lambur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;
15. Peraturan Desa Lambur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
16. Peraturan Desa Lambur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Surat Keputusan Kepala Desa Lambur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengangkatan PLT Kasi Pelayanan;
18. Surat Keputusan Kepala Desa Lambur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Refreshing PLT Kaur Umum.

	
	
	




MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:

	

	KESATU
	:
	Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Kaur Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2025.

	KEDUA
	:
	PKPKD Melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan rincian Tugas sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai Kewenangan : 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
d. menetapkan PPKD;
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. menyetujui RAK Desa; dan
g. menyetujui SPP. 

2. Sekretaris Desa bertindak sebagai Koordinator PPKD, mempunyai Tugas: 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;  
g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, mempunyai Tugas: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

4. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas: 
a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima
c. menyimpan,menyetorkan/membayar,menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.


	KETIGA
	:
	Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan Desa, serta elaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) di Desa  Lambur Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

	KEEMPAT       
	:
	Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025.

	KELIMA
	: 

	 Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN	Keputusan Kepala Desa Lambur
	Nomor	:	31 Tahun 2024
	Tanggal	:	30 Desember 2024
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